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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi anggaran 

(budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend). Pajak sebagai fungsi anggaran 

(budgetair) digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti belanja 

pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya, sedangkan pajak 

sebagai fungsi mengatur (regulerend) digunakan oleh pemerintah untuk mengatur 

pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Self 

Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang 

terutang  (Suandy, 2016:130). Berlakunya sistem Self Assessment tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang seharusnya 

disetor ke kas negara dengan cara menekan biaya atau beban perusahaan untuk 

menghasilkan laba setelah pajak yang maksimal. Upaya meminimalkan pajak 

secara eufimisme sering disebut perencanaan pajak (tax planning) atau tax 

sheltering (Suandy, 2016:2). 

Dalam melakukan tax planning, terdapat dua cara yang biasanya 

dilakukan oleh perusahaan yaitu tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax 
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evasion (penggelapan pajak). Dari kedua cara tersebut, sepintas memiliki konotasi 

yang sama dalam melanggar hukum, tetapi dalam praktiknya kedua cara tersebut 

berbeda. Tax avoidance merupakan cara mengoptimalkan pajak tetapi masih 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti memanfaatkan 

pengecualian-pengecualian dan potongan-potongan yang diperbolehkan maupun 

hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan yang ada di 

Indonesia. Sedangkan tax evasion merupakan tindakan dalam meminimalkan 

jumlah pajak yang terutang dengan cara melanggar peraturan yang berlaku dan 

secara tidak langsung merupakan tindakan melanggar hukum. Sehingga tax 

avoidance inilah yang diperbolehkan guna meminimalkan beban pajak.  

PT XYZ yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produsen 

minyak nabati berencana memberikan biaya kesejahteraan bagi karyawannya. 

Mengenai hal tersebut perusahaan dapat memilih antara menanggung PPh Pasal 

21 Karyawan (net basis) atau memberi tunjangan pajak (gross up). Di antara 

kedua pilihan tersebut, jika perusahaan memberikan tunjangan pajak (gross up), 

atas biaya tunjangan pajak tersebut menurut ketentuan perpajakan dapat 

dibiayakan dalam menghitung laba fiskal, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jika 

perusahaan memilih untuk menanggung PPh Pasal 21 Karyawan (net basis), biaya 

yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 Karyawan akan 

dikoreksi fiskal sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan uraian diatas, maka  Laporan Tugas 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR TAX PLANNING TERHADAP... RETNO DWI W.



3 
 

 

Akhir ini akan membahas “Tax Planning Terhadap Metode Pemotongan PPh 

Pasal 21 dan Dampaknya Terhadap PPh Badan PT XYZ”  

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Pengertian Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1. Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

1.2.2 Pajak Penghasilan 

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan Pasal 1. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 

1.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
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1.2.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 

tentang Pedoman Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan 

Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau 

PPh Pasal 26, meliputi : 

a. Pemberi kerja yang terdiri : 

1) orang pribadi; 

2) badan; atau  

3) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau 

seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, 

atau unit tersebut. 

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 

pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 

negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang 

membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa, dan kegiatan; 

c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-

badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari 

tua atau jaminan hari tua; 
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d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta 

badan yang membayar : 

1. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan 

stastus Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang 

melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama 

sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan; 

2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan 

status Subjek Pajak luar negeri; 

3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan 

dan pelatihan, serta pegawai magang; 

e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang 

bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yag membayar 

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib 

Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. 

1.2.5 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 

adalah orang pribadi yang merupakan: 

a. Pegawai; 

b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan 

hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 
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c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pemberian jasa, meliputi: 

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 

2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan / 

peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman 

lainnya; 

3. olahragawan; 

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

5. pengarang; peneliti, dan penerjemah; 

6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial 

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

7. agen iklan; 

8. pengawas atau pengelola proyek; 

9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 

10. petugas penjaja barang dagangan; 

11. petugas dinas luar asuransi; dan/atau 

12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya. 
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d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap 

sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama 

e. mantan pegawai; dan/atau 

f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: 

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah 

raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan 

lainnya; 

2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu; 

4. peserta pendidikan dan pelatihan; 

5. peserta kegiatan lainnya. 

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong 

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah : 

a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara 

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 

pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga 

Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara 

yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 

b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah 
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ditetapkan oleh Menteri Keuanga, dengan syarat bukan Warga Negara 

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain 

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

1.2.6 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah: 

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa 

Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur; 

2. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

3. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya 

melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; 

4. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan; 

5. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, 

dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai 

imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; 

6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; 

7. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur 

yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan 
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pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan 

yang sama; 

8. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan 

lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan 

pegawai; atau 

9. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun 

yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk 

pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama 

dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: 

a. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yag bersifat final;  atau 

b. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus (deemed profit). 

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 

21 adalah : 

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 

asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun 

yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PER DJP Nomor : PER-

16/PJ/2016; 
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c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan , iuran tunjangan hari tua atau iuran 

jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan 

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; 

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari 

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-

Undang Pajak Penghasilan. 

Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang 

ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan 

hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) PER DJP Nomor : PER-16/PJ/2016. 

1.2.7 Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut : 

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi : 

1. Pegawai tetap; 

2. Penerima pensiun berkala; 

3. Pegawai tidak tetap yag penghasilannya dibayar secara bulanan atau 

jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan 
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kalender telah melebihi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah); 

dan 

4. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat 

berkesinambungan. 

b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh 

ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga 

Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau 

upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 

(satu) bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima 

ratus ribu rupiah); 

c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi 

Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat 

berkesinambunngan; 

d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain 

penerima penghasilan sebagaimana dimaksud paa huruf a, b, dan huruf c. 

1.2.8 Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun 

Menurut PMK Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya 

Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto 

Pegawai Tetap atau Pensiunan. 

(1) Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-

tingginya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah) sebulan. 

(2) Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 

untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-

tingginya Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 

200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan. 

1.2.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Menurut PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian 

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya penghasilan tidak kena pajak 

disesuaikan menjadi sebagai berikut : 

a. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak 

orang pribadi; 

b. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib 

Pajak yang kawin; 

c. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang 

isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 
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Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 

d. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap 

anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 

serta anak angkat, yag menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 

(tiga) orang untuk setiap keluarga. 

Menurut PER DJP Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 11, besarnya PTKP 

bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut : 

a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; 

b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah 

PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari 

Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan 

bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP 

adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP 

untuk keluarga yang menjadi taggungan sepenuhnya. Besarnya PTKP ditentukan 

berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender, kecuali untuk pegawai yang baru 

datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan 

berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang 

bersangkutan. 

1.2.10 Tarif Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 

Pajak Penghasilan. Tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi : 
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a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5% (lima persen) 

di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. 

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

15% (lima belas 

lima persen) 

di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

25% (dua puluh 

lima lima persen) 

di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
30% (tiga puluh 

lima persen) 

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf a 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% 

(dua puluh delapan persen), namun berubah menjadi 25% (dua puluh lima 

persen) berlaku sejak tahun pajak 2010, hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat 

(2a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 

1.2.11 Pajak Penghasilan Badan 

Menurut Resmi (2017 : 71), pajak penghasilan badan adalah pajak yang 

dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan seperti yang 

dimaksud dalam UU KUP 

1.2.12 Biaya yang Boleh Dikurangkan 

Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto 
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dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara perhasilan, 

termasuk : 

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 

usaha, antara lain : 

1. biaya pembelian bahan; 

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang; 

3. bunga, sewa, dan royalti; 

4. biaya perjalanan; 

5. biaya pengolahan limbah; 

6. premi asuransi; 

7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; 

8. biaya administrasi; 

9. pajak kecuali Pajak Penghasilan; 

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksdu 

dalam pasal 11 dan Pasal 11A; 

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan; 
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d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihari penghasilan; 

e. kerugian selisih kurs mata uang asing; 

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia; 

g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : 

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

2. wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 

3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang 

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan 

dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur 

bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 (1) huruf k; 

yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; 
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i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 

Indonesia yang ketentuannya diatur Peraturan Pemerintah; 

k. biaya pembagunan insfrastrukturr sosial yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; 

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah; 

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah; 

1.2.13 Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan 

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi 

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan : 

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, 

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 

pemegag polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali : 

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain 

yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan 

pembiayaan konsumen, dan anjak piutang; 
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2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang 

dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 

5. cadangan biaya penanaman kembali usaha kehutanan; dan 

6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah 

industri untuk usaha pengolahan limbah industri,  

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan;  

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung 

sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang  bersangkutan; 

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan 

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham 

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 
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g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf 

m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat 

yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan 

yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yag diakui di Indonesia, yang 

diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah, yag ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah; 

h. pajak penghasilan; 

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan 

dibidang perpajakan. 

1.2.14 Perencanaan Pajak 

Menurut Suandy (2016:7), Tax Planning adalah langkah awal dalam 

manajemen pajak yang dilakukan dengan cara pengumpulan dan penelitian 

terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi dengan jenis tindakan 

penghematan pajak yang dilakukan. Untuk meminimumkan kewajiban pajak 

dapat dilakukan dengan cara yang masih memenuhi ketentuan perpajakan 
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(lawfull/tax avoidance) maupun yang melanggar peraturan perpajakan 

(unlawful/tax evasion). Pengertian kedua istilah dalam upaya penghematan pajak 

(Suandy, 2016:8) yaitu : 

1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah suatu usaha pengurangan 

secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan 

dibidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-

pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang 

belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

2. Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

Penggelapan Pajak (Tax Evasion) adalah pengurangan pajak yang dilakukan 

dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu 

atau menyembunyikan data. Jadi, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi 

pidana. 

1.2.15 Metode Pemotongan PPh Pasal 21 

Menurut Pohan (2013:106), metode pemotongan PPh Pasal 21 dibagi 

menjadi tiga macam yag terdiri atas : 

1. Metode net basis 

Metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang menunjukan bahwa 

perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. 
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2. Metode gross 

Metode pemotongan PPh Pasal 21 yang menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 

karyawan ditanggung sendiri oleh karyawan tersebut. 

3. Metode gross up 

Metode pemotongan PPh Pasal 21 yang menunjukkan bahwa perusahaan 

memberikan tunjangan atas pajak penghasilan 21 karyawan, sehingga biaya 

tersebut menurut ketentuan perpajakan dapat dibiayakan dalam menghitung 

laba fiskal. 

1.3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan Laporan Tugas Akhir adalah : 

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan dengan menggunakan 

metode Net Basis ? 

2. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan dengan menggunakan 

metode Gross Up ? 

3. Bagaimana perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan dengan 

menggunakan metode Net Basis dan metode Gross Up ? 

4. Bagaimana pengaruh perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan dengan 

menggunakan metode Net Basis dan metode Gross Up terhadap PPh Badan 

Perusahaan ? 

1.4. Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan dengan 

menggunakan metode Net Basis. 
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2. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan dengan 

menggunakan metode Gross Up. 

3. Untuk mengetahui  perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan 

dengan menggunakan metode Net Basis dan metode Gross Up. 

4. Untuk mengetahui pengaruh perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan dengan 

menggunakan metode Net Basis dan metode Gross Up terhadap PPh Badan 

Perusahaan. 

1.5. Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi seluruh pihak, diantaranya : 

1. Bagi Penulis : 

a. mengetahui dan mampu menangani permasalahan perpajakan dalam 

praktiknya serta mencari solusi melalui peraturan-peraturan yang berlaku; 

b. menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlakuan perpajakan di 

perusahaan sebagai  penerapan ilmu yang didapat dalam kegiatan 

perkuliahan. 

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga : 

a. sebagai referensi serta literatur dibidang perpajakan; 

b. sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan 

yang berkualitas, profesional dan kompeten dalam bidangnya. 
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3. Bagi Pembaca : 

Menambah wawasan serta menjadi referensi bagi pembaca terkait dengan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutama dalam hal Pengaruh Perencanaan Pajak 

Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan terhadap PPh Badan Perusahaan. 
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